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NAMA SOP Pengelolaan Permohonan Informasi

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

i

2:

UU nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

PERKI Nomor 1 tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi
Publik

PERKI Nomor 1 tahun 2017
tentang Penglasifikasian Informasi
Publik

1. Memahami tentang SOP Permohonan Informasi
2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
: ; 1. Formulir Permohonan Informasi
1. SOP Pelayanan Informasi Publik 2. Alet tulis

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDAPATAN :




Standar Operasional Prosedur
Pengelolaan Permohonan Informasi
DPP Partai Demokrat

A. PERSYARATAN PELAYANAN:
1. Identitas:

a. Perorangan: KTP/SIM/PASPOR.
b. Badan Publik: Akte Notaris dan Dokumen Pengesahan Badan Publik.

2. Mengisi Formulir Permohonan Informasi.

B. PROSEDUR:

a. Pemohon Informasi mengajukan Permohonan Informasi dengan cara datang langsung
atau melalui faximili atau melalui surat elektronik.

b. Alamat Pelayanan informasi pada:
Desk Pelayanan Informasi Publik/PPID Partai Demokrat.

Alamat :
Kantor DPP Partai Demokrat.
JI. Proklamasi No.41, Menteng — Jakarta Pusat.

Telepon: 021 31907999
Faksmili: 021 31908999
e-mail : infopublik@demokrat.or.id

1. Desk Pelayanan/PPID memilah Permintaan Informasi dengan ketentuan:

Pemohon yang datang langsung, dipersilankan mengisi Formulir Permohonan Informasi yang
tersedia.

2. Desk Pelayanan/PPID memberikan Nomor dan Tanggal pada Formulir Permohonan
Informasi , sesuai dengan Nomor dan Tanggal pada Buku Register Permohonan Informasi.
Selanjutnya memberitahukan kepada Pemohon Informasi.

3. Desk Pelayanan berkoordinasi dengan PPID, apabila informasi yang dimaksud tidak berada
dibawah penguasaan Partai Demokrat, untuk selanjutnya menginformasikan kepada
Pemohon Informasi. Dan apabila mengetahui dapat memberitahukan Badan Publik yang
menguasai Informasi tersebut.

4. Desk Pelayanan berkoordinasi dengan PPID untuk menginformasikan kepada Pemohon
Informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang
dikecualikan (dengan memberikan Peraturan DPP Partai Demokrat, mengenai Informasi
yang dikecualikan).

5. Apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon oleh Pemohon Informasi
belum dapat diberikan secara langsung, Desk Pelayanan berkoordinasi dengan PPID, untuk
selanjutnya memberikan Pemberitahuan Tertulis kepada Pemohon, mengenai informasi
dimaksud sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

6. JangkaWaktu Pemberitahuan Tertulis: Sepuluh hari kerja dan dapat diperpanjang selama
tujuh hari kerja, sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

7. Biaya:

Pelayanan informasi tidak dipungut biaya, kecuali jika terdapat kegiatan penggandaan dan
pengiriman informasi maka biaya yang ditimbulkan akan dibebankan kepada Pemohon
Informasi.

8. Produk Pelayanan:Produk pelayanan informasi dalam bentuk hard copy dan soft copy.



Wakiu Pelayanan:

Pelayanan Informasi Publik dilakukan pada setiap hari kerja
Senin s/d Kamis pukul: 10.00 WIB s/d 15.00 WIB. lIstirahat: pukul: 12.00 WIB s/d 13.00 WIB
Jumat pukul: 10.00 WIB s/d 15.00 WIB. Istirahat pukul: 11.30 WIB s/d 13.00 WIB
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NO

KEGIATAN

PELAKSANA

PPID

TIM
PERTIMBANGAN
PELAYANAN
INFORMASI

PENGUASAN
INFORMASI/
DOKUMEN

(UNIT KERJA)

PEMOHON

DOKUMEN
TERKAIT

Melakukan kajian atas
Informasi / dokumen yang
tidak termasuk dalam DIP
dengan melibatkan Tim
pertimbangan pelayanan
informasi

GaH

Berkas permohonan informasi
/dokumen dari pemohon
informasi

Memberikan
pertimbangan atas
Informasi/dokumen yang
dimaksud yang bersifat
rahasia Berdasarkan UU,
Kepatuhan dan
kepentingan umum

Perundang- undangan yang
dibutuhkan : UU KIP dan
PERKI 1/2010

Menyampaikan kepada
PPID atas Status informasi
/dokumen yang diminta
pemohon, apakah
termasuk rahasia atau
terbuka.

Jika informasi / dokumen
yang dimaksud terbuka,
maka PPID
memerintahkan kepada
Penguasa
informasi/dokumen (UNIT
KERJA) untuk
menyerahkan informasi /
dokumen yang dimaksud.
Jika status
informasi/dokumen
dinyatakan rahasia oleh
Tim Pertimbangan
Pelayanan Informasi, maka
PPID

membuat surat penolakan
kepada pemohon

A

v

Informasi/dokumen yang
telah dinyatakan terbuka
untuk publik

Memberikan
informasi/dokumen yang
diminta oleh pemohon
yang menandatangani
tanda bukti penerimaan
atau memberikan surat
penolakan kepada
pemohon jika status
informasi/dokumen
rahasia

Informasi / dokumen yang
diminta oleh Pemohon atau
surat penolakan kepada
pemohon jika status informasi
/ dokumen rahasia




